
BUPATI REMBAHG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 3£TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAII KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang  :  a.    ¥Tn¥:gdfkuD=:Fahpe¥abh¥p¥te:enRce::::mF=u:n2ng2i¥#¥:

telah   ditetapkan   melalui   Peraturan   Daerah   Kabupaten
Rembarig     RTomor     2     Tahiun     2G21     tentang     Rencana
Pembangunan Jangka Menengari Daerah TahtlH 2021-2026,

yang  mengakibatkan  bermbahnya  program  dan  indikator
program kegiatan ;

b.     bahwa bembahnya program dan indikator program kegiatan
sebagalmana dimaksud dalam huruf a, perlu m€nyesuaikan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

c.     bahwa b€rdasarkan ketentuan Pasal  123 ayat {1}  Peraturan
Menteri  Dalam,  RTegeri  RTQmQr  86  Tafiun  2017  tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah,  Tata  Cara  EvalHasi  Rancangan  PeratHran  Daerah
tentang Rencana Pembangrinan Jangka Panjang Dasrah dan
Rencana  Pembangunan  Jar.gka  Menengah  Daerah,   Serta
Tata   Cara   Perubahan   Rencan.a   Pembangnnan   Jangka
Menengah  Daerah,  dan.  Rencana Ken.a Pemerintah  Daerah,
Rencana   Strategis   Peran.gkat   Daerah   ditetapkan   dengan
PeratHran Kepala Daerah;

a.     bahwa  berdasarkan  pertimbangan.  sebagaimana  dimaksud
dalam.  hHruf  a,  huruf  b  dan  hurmf  c,  perlu  menetapkan
Peraturan   BHpati   tentang   Rencana   Strategis   Perangkat
Daerah Kabupaten Remhang Tahun 2021-2026;

Mengingat   :     1.     Undang-Undang      Nomor      13      Tahun      1950      tentang
Pembentukan Daerahrdasrah Kabupaten dalam. Lingkungan
Propin§i Djawa Tengah;

2.     Undangrundang   Normor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaari   Pembarigunan    Nasienal   {Lemt±aran    Negara



RepubHk  Indonesia  Tahun   2004   RTomor   104,   Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421} ;

3.     Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan
Keuangan   antara   Pemerintah   Pusat   dan   Pemerintahan
Daerah  {Lembarari  Negara  Reprblik  Indonesia Tahun  2004
Nomor 126± Tarnbahan Lemharar:I Negara Republik Indonesia
Nomor 4438} ;

4.     Undangrundang     Nomor     23     Tahun      2014     tentang
PemerintErfuari Daerah {Lemfaarm:I Nggara Repuhlik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tarlrfeahan Lembarari Negara Nomor
5586}   sebagaimana  telah   dinbah   beberapa  kali   terakhir
dengan   Undang-Undang   RTGmor   11   Tahnn   2020   tentang
CiptaL  Ken.a  {Lembaran.  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2020  Nomor  245,  Tamha±Ian  Lemfearan  Negara  Republik
Indonesia Nfimor 6573} ;

5.     Peraturan  Pemerintah  Nomor  39 TahHn  2006  tentang Tata
Cara   Pengendalian   dan   Evaluasi   Pelaksan.aan   Rencana
Pembangunan {Lemharan Nfgara. E€put]fik lndan€sia Tflhun
2006   NQmSr   96*   Tambahan   Lembaran   Hegara   Republik
Indonesia Normor 4663} ;

6.     Peraturan pemerintah Honor 6 Tahun 2008 tentang pedoman
Evaluasi  Penyelenggrrajan  P€m€riHtahan  Dasrafi  {Lembaran
Negara Republik Indonesia TahHn 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembara:n Negara Republik Indonesia Nomor 4815} ;

7.     Perafuran    Pemerintah    Honor   8   Tahun    2008    ten fang
Tahapan3  Tata Cara Pen}"stiHan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan   Rencana   Pembangiman   Dasrah   {Lembaran
Negara Republik Indonesia TahHn 20$8 Nomor 21, Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817} ;

8.     PeratHrari   Pemerintah   H®mor    12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan  Keuangan  DaErah  {Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun   2$19   Nomor   42   Tamhahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Honor 6322} ;

9.     PeratHran  Menteri  Dalam.  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017
tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi
Pemban,gunan   Daerahs   Tata   Cara   Evaluasi   Ran.cangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang    Daerah    dan    Ren€ana    Pembangtinan    Jangka
Menengah  Daerah,   serta  Tata  Cara  PerThbahan  Rencana
Pembangunan      Jangka      Panjang      DasrahS      Rencana
Pembangrinan Jangka Menengah Daerah dan. ReHcana Kerja
Pemerinfah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor  1312};

10.   Peraturan   Menteri   Dalam.  FTegeri  FTomor  T7  TahHn   2020
teritan.g Pengelolaan Telmis Keuangan Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 NQmor 1781};

11.   PeratHran Dasrah KahHpaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010
tentang   Rencana   Pembangunan  Jangka  Parljanrg   Daerah



Kabxpaten Rembang TahHn 2005-2025  {Lembaran   Daerah
Kabupaten   Rembang   Tahun   2010   Nomor   1,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Eembang Nomor 92} ;

12.    Peraturan  Da€rah  Kabxpaten  Rembang  Nomor  5  Tahun
2016 tentang Pembentu]±::ail dan Snsunan Perangkat Daerah
Kabupaten Remtsang {Lembara]:i Daerah Kabupaten Rembang
Tahun    2016    Nomor    5,    Tambahan    I+embaran    Daerah
Kabupaten Rembang Nomor  128}  sebagaimana telah diubah
dengan  Perathran  Da€rali  Kabxpaten  Rembang  Nomor  4
Tahun   2020  tentan.g  Perubafian  atas  Peraturan  Daerah
Kabupaten    Rembang    Nomor    5    Tahun    2016    tentang
Pembentukan  dan  Susuflan  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Rembang  {Lembaran  Dasra.h  Kabupaten  Rembang  Tahun
2020  Nomor  4,  Tambahan  LemT]aran  Daerah  Kabupaten
Rembang Nomt}r 151};

13.   Peraturan Daerah Kabupaten Rembang HGmor 2 TahHn 2021
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Mfnengah  Daerah
Kabupatefi  Rembarig Tahun  2021-2026  {Lembaran  Daerah
Kabupaten   Rembarig  TalLifi   2021   Honor   2,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabxpaten Rembang Nomor 156} ;

14.   Peraturan Bupati RembaLng Nomor 28 Tahun  2017  tentang
Tata  Cara  Pembentuhan  Peraturan  Bupati  dan  Keputusan
Bupati  {Berifa  Daerah  EfabHpaten  Rembang  Tahun  2017
Nomor  28}   sebagaimana  telaLh  diHbah  dengan  Peraturan
Bupati  R€mbang  Nomor 2  Tahun  2021  tentang Perubahan
atas  Peraturan  Bupati  Rembang  Nomor  28  Tahun  2017
tentang  Tata  Cara  Pembentnkan  Peraturan   Bupati  dan
Keputusari   Bnpati   {Berita   Daerah   KabHpaten   Rembang
TahHn 2021 Nomor 2};

MEMUTUSRAN :

Menetapkan :    PERATUEARI       BUPATI       TENTAHG       REHCAFTA       STRATEGIS
PERANGKAT  DAERAH  KABUpfiTEN  REMBANG  TAHUN  2021   -
2026.

BABI

KETENTUAN Uhi#UM

Bagian KesatH
Pengertian

Pasal 1

Dalam Perattlran Bupati ini, Fang dimaksLid dengan :
1.     Daerah adalah Kabupaten Rermharig.

2.     Bupati adalah Bupati Remt3arig.

3.    Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagal  unsur
penyslenggara    Pemerintahan    Daerah    yang    memimpin
pelaksan.aan      urusan      pemerintahan      Fang      menjadi
kewenangan da€rah otenom..



4.    ¥:=::nafo=:¥2ho¥6¥;=g Js=fak±.autn¥7:nedg±¥ngBaaterRapRI#%bua%tLef  g:Fuhm=:

perencanaan dasrah unttlk periode Tahun 2$21-2026.

5.     Rencana stratfgis perangkat Daerah yang selanjuth¥a disingkat Renstra pD
adalah dokurmen perencanaan untuk periods 5 €lima} tahun.

6.     Rencana pembangunan Tahunan Daerah yang §elanjLltnya disebHt Rencana
Kelja    Pemerintah    Da€rah    yang    disingkat    RKPD    adalah    dokumen

perencanaan daerah HntHk periods 1 {safu} tahun.

7.     Rencana Ken.a pgrangkat Dasrah yang selanjHtny.a disingkat Renja pD adalah
dokumen perencan.asri Peranghat Daerah untuk periSde 1 {sffitu} tahun.

8.

9.

Kineria adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program Fang akan atau telah
dicapai §ehHbungan  dengan  penggunaan anggaran  dengan  knantitas  dan
kuaiita§ yang terHkHr.

Visi adalah rumusan umurm mengenai k€adaa±i Fang diinginkan pada akhir

periods perfncanaan.

10.   Misi  adalah  rumusali  umum  merigenai  upaya  yang  akan  dilaksanakan
untuk mewujudkaH visi.

11.   Program  adalah  bentHk  instrumen  kebijakan  yang  berisi  §atu  atau  lebih
kegiatan yang dilak§anakan oleh Perangkat Daerah atan masyarakat, yang
dikoordinasikari  oleh  Fgmerintah  Daerah  untHk  mencapal  sasaran  dan
tujuan pembangunari Daerah.

12.   Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satH atau lebih
unit ken.a pada Perangkat Daerah sebagal bagian darn pencapaian sasaran
teruktlr   pada   suafu   pragrarli   dan   terdiri   darn   s€kumpulan   tindakan
pengerahan sumh€r daya baik yang b€"pa personil {stlmber daya manusia} ,
barang modal termastik peralatan dan teknologi, dana, atan krmbinasi dari
beberapa atan kesemua jenis sumb€r daya tersebut sebagai masHkan {input)
untuk menghasfikan keluaran {output} dalarm bentuk barang/jasa.

13.   Sasaran  {targ€t}  adala]]L  hasil  yang  diharapkari  dari  suatH  program  atau
keluaran yang diharapkan darn suatu kegiatan.

14.   Keluaran.  {oufpr€}  adalali  baran.g  atau jars yang  diha§ilkan  oleh  kegiatan

yang  dilaksanakan  unt"k  mendHkung  pencapaian  sasaran  dan  fujuan
program. dan. kebijakan.

15.   Hasil  {ou€coirr'!e}  adalah  segala  sesuafu  Fang  m€ncerminkari  berfungsinya
keluaran dari kegiatari kegiatan dalam satu program.

Bagian Kedtia
Kedudukan

Pasal 2

Renstra PD Talun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan 5  {lima)
tchun Perarigkat Daerah sebagal penjabaran darn RPJMD Tchnn 2$21-2026 yang
ditetapkan dalarm. Peraturan Daerah Kabupaten Remhang Nomar 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.



Pasal 3

( "   :::=:±:: Baaeerrf s=t:=¥u%up¥MRfn£:bau:aDte===:hd=ng8d=eL:g:=Fan fun8S±

(2)    Peran8hat  Daerah  yang  menyusun  Renstra  sehagaiman.a  dimaksud  pada
ayat {1} terdiri dari :
a. Urusan Umum;
b. Urusari Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi:

1} Urusan Pendidikan;
2} Urusan Kesehatan;
3} Urusan PgkeH.aan Umtlm dan Penataan Rtlan.g;
4} Urusan P€rumahan Rakyat dan Kawasan Perrmukinan;
5) UrHsan Ketertiban Umnm dan PerlindHngan Masyarakat;
6} Urusan SQsial.

c. Urusan Pemerin.tahan Wajib Non Pefaysnan Dasar, meliputi :

£}¥r==::=abgeardKaeyH;a::..perempuandanPerlindunganAnak;
3)   Urusan pangan;
4}   Urusan pertanahan;
5}   Urmsan Lingkungan Hidup;
6)   Ururan Administrasi KependHdukan dan Pencatatan Sipil;
7)   Urusan pemberdayaan. Masyarakat dan Desa;
8)   Urusan Pengendalian Penduduk dan. Keinanga Berencana;
9)   Urusan perhubtingan;
10} Urusan Komunikasi dan lnformatika;
11) Urusan Koperasi dan. Usaha Kecil Menengah;
12) Urusafi Penanaman Modal;
13} Urusan Kepemudaan dan Olah Raga;
14) Urusan Statistik;
15} Urusan Persandian;
16} UrLisan Kebudayaan;
17} Urusan Peapustakaan;
18} Urusan Kearsipan.

d. Urusam PemeriritahaLn Pilihan, meliputi:
1) Urusan KelaHtan dan Perikanari;
2) Urusan Pariwisata;
3) Urusan Pertanian;
4) Urusan Perdagangari;
5} Urusan Perindustrian;
6) UrHsan Transmigrasi.

e. Urusan Pentlfijarig P€merintahan, meliputi:
1} Sekretariat Daerah.;
2} Kepegawaian Daerah;
3} Sekretariat DPRD;
4} Pengawasan;
5} Keuangan Daerah;
6} Perencanaan Pembangunan.; dan

n Penunjang Pemeriutah Kecamatan.

Pasal 4

PenyusHnan   Reflstra   PD   sebagaimana   dimaksHd   dalam   Pasal   3   ayat   {2}
mempedoman.i dan mengacu pada:
a.   RPJMD Kabupaten Rembalig Tahun 2021 -2026;
b.   Renstra Kementerian/lemhaga dan Renstra SKPD provinsi;
c.    RTRW Kabupaten;



d.   Hasil  Kajian  LingkHngan  Hidup  Strategis  {KLHS}  sesuai  dengan  tHgas  dan
fungsi Perangkat Daerah;

e.   Hasil Pelaksanaan Forum Peran.gkat Daerah tingkat Kabupaten.

Pasal 5

Penetapan Renstra PD berfujHari Hntuk mermj"dkan integrasi, sinkronisasi, dan
sinergitas    pemfeangurian.,     antarwilayah,     antanfungsi    mauptin    tingkatan

pemerintahan.

Pasal 6

Dalam rangka penetapari  Renstra PD,  dilarfukan verifiifeasi  Rancangan  Renstra
PD, dengan tahapan. sebagai b€rikut :
a.   Kepala Pgrangkat Daerah menyampalkan rancangan akhir Renstra PD Tahun

2021-2026 kepada BAPPEDA;
b.   BAPPEDA m€1akukan verifikasi terhadap rancangan aELir R€nstra PD Tahun

2021-2ti26S   unfuk   menjanin   kesesuaian   aLntara   program   dan   kegiatan
Perangkat  13aerah  TahLiH  2016  salnpai  defigan  tahHn  pgrencanaaH  2021
dengan  §asaran,  Tujuan  dan program  REJMD  Kabupaten  Rembang Tahun
2021-2026;

c.   BAPPEDA  menghimpun  selurHh  rancangan  akhir  Renstra  PD  yarig  telah
diverifikasi , HntHk diajukan kepada BHpati.

BAR 11

EENSTRA PD

Pasal 7

Renstra   PD   sekurang-kurangnya   memuat   tujHan,   sa§aran,   prograrm.,   dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksariaan urusanr pemerintahan wajib
dan/atau uru{san pemerintahan pilihan sesuai dengari fugas dart fungsi sftiap
Perangkat Da€rah.

Paed 8

Sistematika  Dokumen  Rgnstra  PD  Tahun  2fl21-2026  sebagalmana  dimaksud
dalarri Pasal 2 sekurang-kHrangrrya terdiri dari :
a.   pendahuhaan;
b.   gambaran pelayanan perangkat Daerah;
c.   permasalahan dan ism strategis Perangkat Daerah;
d.   tujuan dan sasaran;
e.   strategi dan arah kehijakan;
f.    rencana program dan kegiatan serta pgndanaan;
9.   kineH.a penyelenggaraan bidang urusan; dan.
h.   penufup.

Pasal 9

Dokumen Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimakstid dalam Pasal 8

yang melipHti :
1}    Renstra Dines PendidikamLS PemHda dari C}lah Raga;
2)   Renstra Dinas Kesehatan;
3}    Renstra RSUD dr. R. Soetrasno;
4)   Renstra Dinas PekeH.aan Umum dan Penataan Ruang;



5)   Renstra Dinas Perumafian alan Kawasan Perrnuhiman;
6)   Renstra satuan polisi parmrrmg praja;   `

fl   Renstra Kantor Kesatuan BangsaL Politik dan Perlindungan Masyarakat;
8)   Renstra Badan penanggrlangan Bencana Daerah;
9)   Renstra Dinas Sosials Pemherdayaan Perempuan. dan Keluarga Berencana;
10} Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Texpadu Satu Atap dari Tenaga

Kerja;
11) Renstra Dinas Pertanian dan Pangan;
12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
13} Renstra Dinas KependHdHkan. dan P€ncatatan Sipil;
14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DfsaL;
15) Renstra Dinas Perhubungan;
16) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
17) Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18) Renstra Dinas PerpustakaaH dan Kearsipan;
19) Renstra Dinas Kelautan dan Perikanari;
20} Renstra Dinas P€rindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaria Kecil dan

Menengah;
21) Renstra Sektretariat Daerah;
22) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23) Renstra Inspektorat;
24) Renstra Badan Perencanaan Pembangrlnan Dasrah;
25) Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan KeHangan dan Aset Daerah;
26} Renstra Badan Kepegawalan Daerah;
27} Renstra Kecamatan.

::rbp:§:i==ada::rpce¥a::Fan ::p=ti ±n¥P±ran  Fang  merupakan   bagian   tidak

BAB Ill

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

{1)     Kepala perangkat Daerah rmelakukan pengendaliari dan evaluasi kebijakan
Renstra PD.

{2)     Hasil  pengfndalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  FEenstra  PD  sebagaimana
dimaksud    pada    ayat    {1}    diserahkan    Kepada    Badan    Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk diverifikasi.

(3)    Ketenfuan  mengenal  tata  cara  pengendalian  dar]L  evaluasi  pelaksanaan
Renstra  PD  sebagaimana  dirmaksud  pada  ayat  {2}  dilaksanakan  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BjRE IV

HETERTUAN PENUTUP

Pasal  1 1

(1}    Renstra PD tahun 2021-2026 sebagal dasar penyLisunan Rencana Kerja PD
mulai tahtln 2022-2026.

(2)    Renja PD tahun 2022 yang telah ditetapkan, diakomodir dalam Renstra PD
sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} .



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai herlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan PeratHran Bupati
ini dengan penempatannya dalarri Berifa Daerari Kabupaten Remhang.

g:tde:a±afai± Rrimbffihier  ae 2l

BUPATI REMBANG,

Diundangkand±Remifeanifeunee&l
pada tanggal  a4

SEKRETARIS DRERAH


